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Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana undang-undang menetapkan apabila
mereka mel angsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya
perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung undang-undang
memungkinkan calon suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai
harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan
oleh undang-undang.

Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjan kawin adalah untuk melakukan penyimpangan dari prinsip harta
benda perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukuin Perdata dan Undang-undang
Perkawinan.

Perjanjian kawin pada umumnya dibuat dengan akta notaris sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung
dan mulai berlaku sgjak saat perkawinan ditutup dan mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kantor
Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang timbul sehubungan dengan; (1)
Syarat-syarat apa sgja yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian kawin?; (2) Hal-hal apa sgjayang
dilarang dalam isi dari perjanjian kawin?; (3) Sgauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian
kawin yang dibuatnya?,

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis serta dengan
pengumpulan data sekunder, maka penelitiannya dilakukan secara kualitatif dengan mendasari pada aturan
hukum yang berlaku, berdasarkan data yang tersedia, baik berupa bahan-bahan yang tersedia, literatur-
literatur hukum, buku-buku, ensiklopedia, maka dibuat kesimpulan dalam rangka menjawab pokok
permasal ahan, antara lain; (1)sahnya suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sahnya suatu
perjanjian; (2) Isi dari perjanjian kawin umumnya menyangkut hukum harta benda penyimpangan diizinkan
sgjauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; (3) Notaris hanya bertanggung jawab
hanya sebatas akta yang dibuatnya, sedangkan isi dari akta tersebut adalah tanggung jawab para penghadap,
dan jika bertentangan dengan Undang-Undang notaris berhak untuk menolaknya.
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